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Abstrak

Pembangunan sistim organisasi khususnya Institusi Pemerintah
berbasiskan good governance dengan prinsip-prinsip eflsien, efektif,
terbuka, adil, bertanggungjawab dan dapat dipertanggung|awabkan
sedang berada ditengah jalan. Dimulai dengan dikeluarkannya
perangkat-perangkat hukum yang mengatur Institusi Pemerintah dan
telah diterbitkannya standar akuntansi Pemerintah (draft) maka arah
dan pengembangan organisasi profesi sektor publik akan sangat
menentukan kereta besar “membangun Indonesia Baru dengan
berpijak kepada sistim organisasi berbasiskan good governance.
Faktor-faktor budaya dan sistim politik yang belum kondusif
hendaknya dapat kita minimalisir pengaruhnya terhadap keinginan
besar kita menegakkan good governance.

Kata kunci: Good governance, akuntansi

SPONSE Terhadap Kebutuhan
lerhadap pembentukan Sislim Gover-
nance pada beberapa tahun ini adalah
sangal linggi. Hal ini belajar dari peng-
ataman akibat banyaknya organisasi
yang memiliki kinerja yang sangat tidak
menggembirakan. Disamping itu, tidak
efektifnya perangkat hukum dan
peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan organisasi adatah telah menjadi
lilik sentral perhatian banyak akademisi
dan praktisi uniuk melakukan penataan
lerhadap sislim governance.

Tidak menggembirakannya kinerja
organisasi dan tidak efektifnya perangkat
hukum dan perundang-undangan yang
ada tidak saja melanda pada “profil or-
ganization” tetapi juga "non-profit orga-
nization” tidak terkecuali institusi
Pemerinlah. Dibeberapa negara Eropa
Timur, Asia Pacitik, dan Afrika, keinginan
untuk membangun sistim good govern-
ment governance telah bergerak dengan
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sangat cepat dan kokoh melalui
pembangunan standar-slandar akun-
tansi dan keuangan unluk Pemerintah
baik itu Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah dengan cara pem-
bentukan ataupun revitalisasi organi-
sasi profesi sektor publik. Pem-
bangunan Slandar Akuntansi Sektor
Publik diharapkan dapat menjadi pijakan
hukum yang kual dan jelas bagaimana
pengelolaan sumber daya ekonomi
Pemerintah harus dilaporkan secara
adil, terbuka, dan dapat dipertanggung-
jawabkan. Dengan demikian, per-
tanggungjawaban para Eksekutif
Pemerintah dapat dinilai apakah mereka
sudah mengelola sumber daya ekenomi
secara efektif, produktif dan efisien
dalam rangka memakmurkan dan
mensejahterakan masyarakat.

Bergulirnya Reformasi Keuangan
Sektor Publik

Genderang reformasi telah ditabuh
secara serentak oleh segenap lapisan
masyarakat sejaktahun 1997 Kejatuhan
maskapai penerbangan Orde Baru dari
pucuk pimpinan Negara Kesatuan
Republikx Indonesia memberikan

harapan besar untuk masyarakat Indo-
nesia segera terbangunnya iklim
bercrganisasi yang sehat dengan
berbasiskan “good governance” dalam
rangka memakmurkan dan men-
sejahterahkan serta mencerdaskan
Rakyat Indonesia. Dalam perjalanan-
nya, reformast dengan berbasiskan
good govermance untuk membangun
Indonesia Baru temyata banyak sekali
kendala dan batasan-batasan yang kita
miliki terutama berada dalam aspek
hukum baik penciplaan hukum maupun
penegakkan hukum itu sendiri.

Sesuai dengan literatur good gover-
nance, perangkat hukum dan penegak-
kan hukum adalah prasyarat ler-
bangunnya suatu good governance.
Dengan segala hambatan dan keter-
balasan yang kita miliki, semangat untuk
membangun Indonesia Baru dengan
berbasiskan good governance masih
terus hidup hampir di segenap organi-
sasi apakah itu organisasi Pemerintah
maupun arganisasi non Pemerintah.
Dalam perspektif keuangan khususnya
Institusi Pemerintah, reformasi sudah
mulai dibangun dengan dikeluarkannya
beberapa tandasan hukum, pengenalan
perangkat tehnologi unluk mempercepat
proses organisasi, dan pengenalan
serta kewajiban untuk menerapkan
sistim organisasi dengan berbasiskan
good governance kepada inslilusi
Pemerintah.

Perubahan total dalam proses dan
slrukiur serta “content-isi” penganggar-
an pemeriniah-APBN dan APBD serta
Akuntansi merupakan 2 (dua) produk
utama wuntuk membangun sistim
organisasi yang berbasiskan good gov-
ernance. Namun demikian, 2 {dua}
produk reformasi keuangan ini akan
tidak optimal jika tidak di imbangi cleh
kesiapan sumber daya manusianya
untuk menerima dan mengimplemen-
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tasikan produk reformasi keuangan
tersebut. Disamping kesiapan dan
kompetensi serta didukung oleh budaya
organisasi yang kondusif, faktor kualitas
pelaporan organisasi juga harus
mampu di bangun untuk melakukan
pemantavan dan evaluasi lerhadap
sistim organisasi berbasiskan good
govemance. Dengan sistim pelaporan
yang efeklif maka pengelolaan sumber
daya organisasi khususnya sumberdaya
ekonomi dapat dipertanggungjawabkan
secara adil dan terbuka. Secara singkat
kerangka reformasi  keuangan dapat
dilihat sebagaimana terlihat pada
gambar dibawah ini.

Perangkat Hukum yang Men-
dorong Reformasi Akuntansi
Sektor Publik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa
Pemerinlah telah mengeluarkan
Undang-Undang No.22 thn 1299 tentang
Pemerintahan Daerah dimana dalam
pasal 30 disebutkan bahwa “setiap
daerah dipimpin oleh seorang kepala
daerah sebagai kepala eksekulif yang
dibantu oleh seorang wakil kepala
daerzh”. Selanjultnya dalam pasal 44

ayat 3 dinyatakan bahwa “kepala daerah
wajib menyampaikan laporan atas
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
kepada Presiden melalui Menter Dalam
MNegeri dengan tembusan kepada
Gubernur bagi Kepala daerah
Kabupalen dan Kepala dasrah Kota,
sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun, atau jika dipandang perlu oleh
Kepala Daerah atau apabila diminla
oleh Presiden™. Daripemyataan Undang-
Undang No.22 than 1999 dalam pasal
22 dan 44 diatas, secara tegas dapat
dilihat bahwa Para Eksekutif Daerah
diharuskan untuk membuat sebuah
laporan yang memuat bagaimana
mereka menyelenggarakan Peme-
rintahannya. Dengan kata lain para
Eksekutil Daerah harus membuat
sebuah laporan untuk memper-
tanggungjawabkan kinerjanya setiap
tahun dalamhal penyelenggaraan
Pemerintahan.

Selanjutnya Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia menge-
luarkan Peraturan Pemerintah No.105
tahun 2000 mengenai pertanggung-
jawaban keuangan daerah sebagai
tindak lanjut atas telah dikeluarkannya
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Undang-undang No.22 tahun 1999
tenlang Pemerintahan daerah. Dalam
pasal 37 Peraturan Pemerintah No.105
ini secara tegas disebutkan bahwa
Kepala daerah harus memper-
tanggungjawabkan Keuangan Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (selanjuinya disingkat DPRAD).
Untuk memaparkan secara jelas
sehingga tidak terjadi kebingungan
komunikasi antara Kepala Daerah dan

- DPRD maka laporan keuangan yang

dimaksud dalam pertanggungjawaban
adalah terdiri dari 4 {ermpat) laporan
yailu; Laporan Perhilungan APBD, Nota
Perhilungan APBD, Laporan Aliran Kas,
dan Neraca. Hal ini bisa dilihat dalam
pasal 38 yang menyatakan bahwa
"kepala daerah menyusun partanggung-
Jawaban keuangan daerah yang terdiri
dari laporan perhilungan APBD, noia
perhitungan APBD, laporan arus kas,
dan neraca daerah”.

Selain 2 {dua} perangkat hukum
diatas yang mengalur laporan per-
tanggungjawaban pengelolaan ke-
uangan daerah; Kepala Daerah juga
harus membuat suatu laporan untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolzan DAU - Dana Alokasi Umum
dan DAK — Dana Alokasi Khusus
lermasuk pinjaman daerah kepada
Pemerintah Pusat {lihat PP Mo.106 thn
2000 pasal 7 dan 12; dan PP No.11 thn
2001 pasal 2).

Menyadari akan keterbatasan
sumber daya manusia yang ada di
daerah maka Pemerintah Pusat dalam
hal ini Departemen Dalam Negeri telan
mengeluarkan Keputusan Pemerinlah
Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan |
Perhilungan APBD. Dengan segala
keterbalasannya, KepMen No0.29 thn |
2002 ini merupakan bentuk kepedulian 1
Pemerintah Pusat betapa penting
laporan pertanggungjawaban keuangan °
Pemerintah Daerah segera di realisasi- :
kan melalui pemberian pedoman
bagaimana sistim dan prosedur
Akuntansi dan Keuangan Pemerinlahan
daerah bisa dibuat.




Seiring dengan telah dikeluarkannya
berbagai perangkat hukum diatas,
sebenarnya lkatan Akuntan Indonesia
telah memberikan respen yang elegan
dengan membenluk kompartemen baru
yaitu Kompartemen Akuniansi Sektor
Publik. Melalui wadah kempartemen
akuntansi sektor publik ini, per-
kembangan organisasi profesi sektor
publik khususnya akuntansi sektor
publik mulai menunjukkan tilik terang.
Meskipun sedikit terflambat akibal begitu
dinamisnya lingkungan maupun strukiur
organisasi profesi sekdor publik, sebuah
Draft Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (selanjutnya disingkat
PSAP) telah dikeluarkan sebagaimana
lelah kita nantkan selama ini. Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah
melakukan sebuah Reformasi Akun-
tansi sebagaimana dapat dilihat dalam
gambar dibawah ini, dimulai melalui
Perangkat hukum yang jelas yang diikuti
oleh sebuah Standar Akuntansi
Pemerintah sebagai acuan dasar
terbenluknya sebuah laporan keuangan
yang memiliki prinsip-prinsip adil,
terbuka, dan dapat dipertanggung-
jawabkan kepada semua pihak.

Sekilas Mengenai Good Govern-
ance

Apakah Good Governance. Good
Governance adalah tata kelola
organisasi secara baik dengan prinsip-
prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka
mencapat tujuan organisasi. Tata kelola
organisasi secara baik apakah dilihat
dalam konteks mekanisme internal
organisasi ataupun mekanisme
ekstemal organisasi. Mekanisme inter-
nal lebih fokus kepada bagaimana
pimpinan suatu organisasi mengatur
jalannya organisasi sesuai dengan
koeliga prinsip diatas sedangkan
mekanisme eksternal lebih menekan-
kan kepada bagaimana interaksi
organisasi dengan pihak ekslernal
berjalan secara harmonis tanpa meng-
abaikan pencapaian tujuan organisasi.
Agarsupaya GCG bisa diterapkan dalam
suatu organisasi maka dibutuhkan
adanya aluran main yang membatasy
mengarahkan aklifilas maupun keputus-
an op manajemen organisasi selalu
berorientasi kepada pencapaian lujuan
organisasi. Selanjutnya aluran main
apakah peraturan dan kebijakan inler-
nal grganisasi ataupun hukum dan
perundang-undangan yang mengatur
organisasi maupun perangkat pelak-
sananya membuat top manajemen
tersebul menjadi lebih independen

dalam menjalankan rcda organisasi.
Dengan menegakkan sistim good

governance dalam suatu organisasi

diharapkan terjadi peningkatan dalam
hal:

+ Elisiensi, efektifitas, dan kesinam-
bungan swatu organisasi yang
memberikan kontribusi kepada
terciplanya kesejahtgraan masya-
rakat, pegawai, dan stakeholder
lainnya dan merupakan solusi yang
elegan dalam menghadapi tantang-
an organisasi Ke depan.

+ Legitimasi organisasi yang kelola
dengan terbuka, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

+ Mengakui dan melindungi hak dan
kewajiban para stakeholders.

+ Pandekalan yang terpadu berdasar-
kan Kkaidah-kaidah demokrasi,
pengelolaan dan partisipasi organi-
sasi secara legilimate.

Good Govemance lebih ditekankan
kepada proses, sistim, prosedur dan —
peraturan yang formal ataupun informal
yang menata organisasi dimana aturan
main yang ada dilerapkan dan di taati.
Good Governance berarientasi kepada
penciptaan keseimbangan antara lujuan
ekonomis dan sosial atau antara tujuan
individu dan masyarakat (banyak orang)
yang diarahkan kepada peningkatan
efisiensi dan efeklifitas dalam hal
pemakaian sumber daya organisasi
sejalan dengan tujuan organisasi.
Dengan demikian maka:

+ Administrasi organisasi yang adil,
efisien, dan terbuka yang selaras
dengan tujuan organisasi.

+ Sistim dan prosedur cperasional
dan pengendalia organisasi dengan
suatu pandangan untuk pencapaian
tujuan stratejik jangka panjang
organisasi yang dapat memberikan
kepuasaan kepada pemilik, pe-
masok, pelanggan, dan penyandang
dana dimana taal kepada hukum
dan peraturan yang di butuhkan dan
cocok dengan kebutuhan lingkung-
an organisasi dan masyarakat.

+ Proses penciptaan dan penambah-
an nilai yang efisien dan untuk
meyakinkan bahwa:

+ Top manajemen mempunyai suatu
tujuan dan rencana stratejik dan
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menempalkannya kepada struklur
manajemen yang tepat {organisasi,
sistim, orang) untuk mencapai
tujuan dan rencana stratejik tersebut.

+  Struktur diletakkan dalam fungsi
untuk menjaga integritas, reputasi,
dan tanggungjawab organisasi
kepada semua slakeholders.

+ Top manajermen bertindak sebagai
sebuah katalisator, inisiator, mem-
pengaruhi, menilai, dan memantau
keputusan-keputusan slratejik dan
aklifilas manajemen dan memper-
tahankan manajemen yang dapat
dipertanggungjawabkan.

+ Meyakinkan bahwa top manajemen
adalah bukan merupakan sebuah
jabatan formalitas yang melupakan
tugas manajemen untuk membuat
kepulusan stratejik organisasi yang
gegabah.

+ Top manajemen membangun dan
menempalkan suatu mekanisme
unluk meyakinkan bahwa operasi-
onal organisasi dalam kandisi yang
dinginkan oleh pemilik, ber-
tanggungjawab kepada masyakat
banyak, meyakinkan bahwa pe-
makaian sumber daya secara
efisien dan efektif dalam rangka
memburu pencapaian tujuan
organisasi dan selaras dengan
harapan yang di tuntut oleh
stakehoiders.

+ Ada meknisme, proses dan sislim
yang dibangun yang secara lems
menerus meyakinkan bahwa:

¢+ Prakiek-prakiek tata kelola organi-
sasi adalah efeldif dan sesuai

+ Ada keterbukaan dan pertanggung-

* jawaban kepada berbagai stake-
holder

»  Organisasi patuh dan taat dengan
hukum dan perundangan-undang-
an yang dibutuhkan.

+  Ada pengungkapan inlormasi yang
memadai kepada stakeholder

+ Ada pemantauan yang elektif dan
juga pengelolaan resiko, inovasi, dan
perubahan organisasi

+ QOrganisasi tetap berada pada
kondisi yang relevan, legitimale, dan
kompetitif

+ Organisasi adalab menjanjikan,
likuid, dan memiliki kontinuitas ke
depan yang baik.

Secara sederhana, Good Gover-
nance merujuk kepada pembangunan
aturan main dan lingkungan ekonomi
dan institusi yang memberikan ke-
bebasan kepada organisasi untuk
secara ketat untuk meningkatkan nilai
jangka panjang pemilik, memaksimum-
kan pengembangan SDM, dan juga
memperhatikan kepentingan stake-
holder lainnya, lingkungan, dan
masyarakat banyak.

Mengapa Kita Membutuhkan Good
Governance. Merujuk kepada Global
Corporate Govemance Forum, Forum
ini secara legas menyalakan:

“Good Governance sudah men-
jadi sebuah isu penling dunia.
Organisasi mempunyai peran kunci
untuk bermain dalam peningkatan
pengembangan ekonomi dan sosial.
Good Governance adalah mesinnya
penumbufian global, pertanggung-
Jfawaban penyediaan fapangan kerfa,
pelayanan publik dan private,
pengadaan barang dan jasa serta
infrasirukiur. Sekarang ini, efisiensi
dan perianggungjawaban organisasi
lidak peduii apakah organisasi publik
alau privale, Good Govemnance tefah
menjadi agenda pokok inler-
nasional.”

Berdasarkan pernyataan dialas,
dapat dilihat bahwa Good Governance
adalah penting bagi suatu organisasi
dalam rangka:

+ Menciptakan Daya Tarik kepada
Inveslor baik investor lokal maupun
asing untuk meyakinkan para
investor bahwa investasi mereka
akan aman dan dapat dikelola
secara efisien, terbuka dan dengan
dukungan proses yang dapat
dipertanggungjawabkan.

+ Mendorong untuk lerciptanya daya
saing organisasi.

+ Meningkatkan pertanggungjawaban
dan kinerja yang memungkinkan
kepercayaan terhadap pengelolaan
organisasi-

+ Meningkatkan efisiensi, efektifitas,
dan produktifitas pemakaian
sumber daya organisasi.

Tanpa memiliki organisasi yang
efisien, suatu negara akan sulit untuk
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menciptakan kemakmuran dan ke-
sejahteraan kepada masyarakatnya.
Tanpa adanya inveslasi dalam suatu
negara maka negara tersebut akan
mengalami stagnasi dan krisi ekonami.
Jika suatu organisasi katakanlah
perusahaan-parusahaan tidak sehat,
maka hidak akan terjadi pertumbuhan
ekonomi, lapangan kerja, tidak ada
penerimaan pajak, dan pernbangunan
negara tidak akan berkembang. Oleh
karena itu suatu negara membutuhkan
organisasi yang “well-govermed” yang
dapat menarik investasi, menciptakan
lapangan kerja yang pada gilirannyananti
akan meningkatkan daya saing
organisasi dalam dunia internasionat,

Untuk itv, Good Govemnance menjadi

sebuah kebuluhan pokok untuk pem-
bangunan ekonomi nasicnal. Dengan
katalain, jika kita ingin membangun In-
donesia Baru maka sudah seyogyanya
Good Govemnance merupakan agenda
utama kita bersama ke depan.

Pilar-Pilar Good Governance. Dalam

semua perspektil kajian ilmu manaje-
men dan ekonomi, good governance
selalu mengacu kepada sikap, etika,
praktek dan nilai-nilai masyarakat.
Adapun pilar utama suatu sislim Good
Govemnance adalah sebagai berikut:
(a) Harus ada badan yang efektif yang
bertanggungjawab kepada pe-
misahaan pengelalaan organisasi

(antara Pemilik dan Manajemen;

antara Kepala Daerah dan DPRD)

dan kebebasan manajemen untuk
meningkatkan:

+ Pertangungjawaban/
Accountability {pemimpin harus
siap untuk melaksanakannya]

+ FEfisien dan efektif [ini merupakan
hasil dari kepemimpinan yang
baik]

+ Teruji dan terpadu [pemimpin
harus jujur, dipercaya dan sigap]

+ Bertangungjawab [pemimpin
yang handal, bertanggungjawab,
representatif, dan komit kepada
kewajiban]

+ Kepemimpinan yang terbuka
dengan pengungkapan infor-
masi organisasi yang ber-
hubungan dengan semua
kegiatan ekenemi dan yang
lainnya.




(b) Harus ada pendekatan yang terpadu

untuk melakukan tata kelola
organisasi yang mengakui dan
melindungi hak-hak anggota stake-
holder baik yangberasal daninternal
maupun eksternal organisasi.

(c) Organisasi harus dikelola dan di

atur sesuai dengan mandat yang
telah diberikan oleh pemilik dan

- masyarakat dan mengambil lindak-

an yang serius untuk secara luas
bertanggungjawab kepada pe-
ningkalan kemakmuran secara
berkesinambungarn.

Seiring dengan penjelasan diatas,

maka dapat disimpulkan 5 (lima) pakok
kajian tentang Good Govemance:

L

Accountability/keterbukaan
Efficiency and Effectiveness
Integrity and Faimess
Responsibility, and
Transparency

TigaPondasiUntuk MemahamiGood

Governance. Penulis mencoba unluk
menjelaskan secara singkat mengenai
tiga dasar utama untuk memahami
secara mudah bagaimana good gover-
nance; yailu philosophical foundation,
historical foundation, dan psychological
foundation, Ketiga dasar ulama ini saling
berkaitan dan saling menunjang dalam
membentuk good governance model.
Adapun penjelasan singkalnya adalah
sebagai berikut: '

1.

Philosophical foundetion: Philo-
sophical foundation ini disebut
sebagai paham structural func-
tionalism, dimana paham ini lebih
memberikan penekanan pada
struktur dan lungsi dari suatu
organizasi sebagai suatu open
system. Organisasi diasumsikan
sebagai suatu organisme yang
hanya bisa survive jika mampu
berinteraksi secara baik dengan
lingkungannya. Dalam konteks
suatu organisasi, interaksi organi-
sasi tersebut di wujudkan dalam
suatu siruklur baku organisasi (tapi
fleksibel sesuai dengan perubahan
lingkungan}. Dengan kata lain,
struktur dan fungsi organisasi harus
dirancang dengan memper-

timbangkan faktor-faktor lingkung-
annya, apakah lingkungan inlernal
organisasi ataupun lingkungan
eksternal organisasi. Referensi
utama untuk lebih memahami
philosophical loundation dalam
suatu organisasi adalah Burrel and
Maorgan (1979) serta gareth Margan
(1998} dalam bukunya the images
of organization.

. Historical foundation, berdasarkan

teori the division of labour oleh Adam
Smith {1932) yang dikembangkan
secaralebih jauh oleh Berle & Means
(1932) menyimpulkan perlunya
perubahan struktur organisasi uniuk
mengantisipasi terjadinya per-
ubahan lingkungan. Perusahaan
kecil (yg biasa nya dikelola cleh
pemilik) menjadi besar, sehingga
lerjadi krisis olenomi yang memerlu-
kan pendelegasian wewenang.
Pendelegasian diberikan kepada
{professional) manager untuk
mengelola operasional perusahaan
dan agar kepentingan pemilik
(kapitalis) terjaga, maka dibeniuk
suatu struktur yang baku dengan
adanya BOD (dewan komisaris,
dalam konteks hukum Indonesia)
yang bertindak atas nama dan
kepentingan kapitalis (pemilik) di

Keterbukaan dalam konsekuensi Good Gavernance '

dalam mengawasi management.
Disini muncul agency teori (AT)
dengan segala bentuk dan jenis
model yang ada.

. Psychological foundation, se-

benarnya berhubungan dengan
point 2, karena adanya anggapan
(thesis) bahwa manusia itu adalah
self-interested behavior yang akan
mengulamakan kepentingannya
dibanding dengan kepentingan
orang {pihak) lain. Dalam konsep
AT, thesis ini bermakna bahwa agen
akan mengumbar kepenlingannya
(seandainya mereka melakukan
pengembangan perusahaan untuk
mendapatkan pertumbuhan yang
berkelanjutan tetapi investasi yang
dilakukan cenderung memiliki
lingkat pengembalian yang relatif
kecil) yang tentunya secara tidak
langsung hal ini merupakan
expense pemilik. Anti-thesis yang
muncul dari thesis ini adalah dalam
upaya memperkuat siruktur (ter-
utama internal control mechanism)
lewat pemberdayaan BOD. Dalam
anti-thesis ini, tingkat independensi
dan knowledge dari BOD sangat
krusial (namun hal ini memunculkan
thesis berikutnya bahwa inde-
penden! BOD pun adalah manusia
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yang secara psikologis mempunyai
sifat yang sama).

Kalau lhesis dan anti-thesis disatu-
kan (sinthesis} sebenarnya konsep
Comporate Govemance dapat dikembali-
kan pada philosophical foundation
{sebagal salah satu tiang paling besar
dan mendasar dari liga tiang utama tadi).
“Struktur” dari organisasi yang yang
diharapkan ber"lungsi” dengan self-con-
trolled, sesuai dengan philosophy struc-
tural functionalism, dalam kailan dengan
negara kita, Indonesia, secara makro
adalah “business system” yang pada
akhirnya akan mempengaruhi tingkal
organisasi berikutnya (micro level) cor-
porate hingga strategic business unit.
Struktur vang dibentuk agar bertungsi
secara optimal itu juga menyesuaikan
diri dengan laktor historical dan culture,
yang selanjutnya dikembangkan melalui
teori path dependence.

Organisasi Sektor Publikdan Good
Government Governance.
Organisasi yang bergerak di sektor
publik seperti Kompartemen Akuntansi
Sektor Publik ataupun komite standar
akuntansi Pemerintah merupakan salat
satu elemen dalam membangun dan
mengendalikan sistim organisasi yang
berbasiskan good governance. Salah
satu conloh mekanisme kerjanya adalah
dikeluarkannya standar akuntansi
Pemerintah adalah salah satu peran
besar dari organisasi profesi sektor
publik untuk membangun sistim
organisasj berbasiskan good gover-
nance. Sebagaimana kila kelahui bahwa
sislim akuntansi Pemerintah mengatur
teniang bagaimana kebijakan akuntansi
Pemerintah harus di ukur, dicatat, dan
dilaporkan secara terbuka, adil, dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik melalui DPR/DPRD. Dengan
adanya pedoman akuntansi ini, maka
Kepala Daerah dalam mengelola
organisasinya harus membuat suatu
laporan keuangan yang sudah memiliki
standar akuntansi sehingga ia tidak bisa
mencatat pemakaian sumber daya
ekonomi sesuai dengan keinginannya.
Dengan kata-kata lain Kepala daerah
beserta aparatnya memiliki indepen-
densi yang tinggi dalam mengelola

sumber daya ekonominya sepanjang
mengikuli rambu-rambu yang telah
ditetapkan dalam standar akuntansi
Pernerintah.

Dengan adanya standar akuntansi
pemerintah, Inslilusi Permerintah bisa
membangun sistim akuntansinya
dengan baik apakah itu kebijakan
akuntansi, dafiar perkiraan, prosedur
pencatatan, formulir-formulir akuntansi
maupun bentuk-bDentuk laporan, mini-
mal memenuhi kebutuhan standar
akuntansi pemerintah. Akselerasi nilai
standar akuntansi ini akan menjadi lebih
baik apabila sistim akuntansi yang
dibangun menggunakan tehnologi
komputer. Dengan tehnologi komputer,
sistim pelaporan dapat dihasilkan
secara cepal sehingga pengelolaan
sumber daya organisasi Pemerintah
dapat dengan cepat di pantau. Kinerja
Kepala Daerah dapat dievaluasi tentang
bagaimana mandat yang ia terima unluk
menggunakan sumber daya ekonomi
daerah secara efisien dan elekiif dengan
prinsip-prinsip terbuka, adil, dan dapat
diperlanggungjawabkan jika laporannya
telah disusun sesuai dengan standar
akuntansi Pemerintah. Organisasi
Profesi Seklor Publik yang mempunyai
tanggungjawab dibidang pengawasan

dan pemeriksaan seperti BPKP,
Bawasda, ataupun BPK akan lebih
mudah menjalankan fungsinya karena
telah tersedianya pedoman akuntansi
yang baku.

Peran Crganisasi Profesi Sektor
Publik, dalam kerangka sistim Good
Govermnance dapat dilihat dalam gambar
dibawah.

Beberapa Indikator Arah dan
Pengembangan Organisas| Sektor
Publik.

Jika kita ingin melihal bagaimana
arah dan pengembangan organisasi
profesi sektor publik khususnya
akuntansi pemerintah, maka kita dapat
menemukan indikasinya dalam
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintah yailu"substance over form
principle — prinsip substansi meng-
ungguli formalitasnya{lihat kerangka
konsepiual akuntansi pemerintah dalam
paragrap 47). Di Indonesia, point ini
adalah sangat critical bagi pembangun-
an dan penegakkan good govemance
karana dalam realita sehari-harinya para
praktisi seringkali tidak -menggunakan
substansi persgalannya tetapi cen-
derung untuk menggunakan formalitas
sebagai dasar unluk membual suatu
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Transparans! penling dalam implernentasi Good Governance

keputusan, Sudah barang teniu
formalitas aturan yang ada akan tidak
mampu mengcakup secara delil kejadian-
kejadian yang mungkin terjadi di-
kemudian hari. Kelemahan kelangkapan
formalilas ini dalam konlek hukum
seringkali menjadi suatu elemen
pembunuh penegakkan sistim organi-
sasi berbasiskan good govemnance. Hal
yang sama juga akan terjadi dalam
standar akuntansi Pemerintah. Sangat
tidak mungkin jika kila menginginkan
sebuah standar akuntansi yang telah
mengatur- semua bentuk iransaksi
ekonomi organisasi yang ada pada
setiap situasional institusi Pemerintah.
Dengan adanya prinsip "substance aver
form" sebagai contoh para Kepala
Daerah di cegah untuk melakukan
miskelola organisasi dengan tidak
mernbuat pertanggungjawaban atas
pemakaian sumber daya ekonomi
dengan memberikan alasan belum diatur
dalam standar akuniansi pemerintah.,

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa pembangunan sistim organisasi
khususnya Inslitusi Pemeriniah
berbasiskan good govemance dengan
prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka,

adil, bertanggungjawab dan dapat
dipertanggungjawabkan sedang berada
ditengah jalan. Dimulai dengan
dikeluarkannya perangkat-perangkat
hukum yang mengatur Institusi
Pemerintah dan lelah diterbitkannya
standar akuntansi Pemerintah (draft)
maka arah dan pengembangan argani-
sasi prolesi sektor publik akan sangat
menentukan kereta besar “membangun
Indonesia Baru dengan berpijak kepada
sistim organisasi berbasiskan good
governance. Faklor-faktor budaya dan
sistim politik yang belum kondusil
hendaknya dapat kita minimalisir
pengaruhnya terhadap keinginan besar
kita menegakkan good govemance.
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